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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRADUASI DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
(Studi Kasus Pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin,
Kabupaten Waykanan Tahun 2021)

Oleh

ISMIONI RAHMAWATI

Upaya penanggulangan masalah kemiskinan melalui Program Perlindungan Sosial
salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar
dalam DTKS. Sampai dengan saat ini PKH telah memasuki gelombang generasi
keempat vyaitu graduasi peserta PKH. Kebijakan graduasi diharapkan dapat
mewujudkan tujuan-tujuan SDGs, khususnya pada tujuan pertama dan keempatnya
yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan menjamin kualitas pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi implementasi kebijakan graduasi dan peran
kebijakan graduasi dalam mewujudkan SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan
Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dengan menggunakan indikator keberhasilan
implementasi kebijakan (input, agen pelaksana, hasil) menurut Anne L. Scheneider
(2016), serta menggunakan indikator perubahan ekonomi eks KPM PKH dan angka
kelulusan sekolah menengah bagi anak laki-laki dan peremuan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan berbasis studi kasus. Hasil dari penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya telah
berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif dalam perubahan ekonomi
sesuai dengan tujuan pertama SDGs, terutama pada peningkatan pendapatan eks
Keluarga Penerima Manfaat melalui usaha yang dijalankannya. Namun, baik
pelaksanaan PKH maupun graduasi masih gagal dalam mewujudkan tujuan keempat
SDGs, sebab angka putus sekolah anak PKH masih terbilang cukup tinggi.

Kata Kunci: Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH), Graduasi, SDGs



ABSTRACT

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GRADUASI DALAM MEWUJUDKAN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
(Studi Kasus Pada PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin,
Kabupaten Waykanan Tahun 2021)

By:

ISMIONI RAHMAWATI

Efforts to overcome poverty through Social Protection Programs, one of which is
through the Conditional Cash Transfer (CCT).CCT is a program of providing
conditional social assistance to poor and vulnerable families registered in the DTKS.
Until now CCT has entered the fourth generation wave namely participant
graduation. The graduation policy is expected to be able to realize the goals of the
SDGs, especially in the first and fourth objectives, namely ending all forms of
poverty and ensuring the quality of education.

This study aims to determine the implementation of graduation policies and the role
of graduation policies in realizing SDGs in Gedung Jaya Village, Negara Batin
District, Way Kanan Regency, using indicators of successful policy implementation
(inputs, implementing agents, results) according to Anne L. Scheneider (2016) , as
well as using indicators of economic change in former KPM and high school
graduation rates for boys and girls. This research uses a qualitative approach based on
case studies. The results of the study indicate that the implementation of the
graduation policy in Gedung Jaya Village has been going well and has had a positive
impact on economic change in accordance with the first objective of the SDGs,
especially in increasing the income of ex-beneficiary family through the business they
run. However, both the implementation of CCT and graduation still fail to realize the
goals of the four SDGs, because the dropout rate for CCT children is still quite high.

Keywords: Poverty, Conditional Cash Transfer (CCT), Graduation, SDGs
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar negara-negara di dunia mengalami masalah kemiskinan,
baik negara maju maupun negara berkembang. Di Indonesia sendiri pada
Bulan Maret 2019 terdapat 25,14 juta penduduk miskin dengan rata-rata
garis kemiskinan per rumah tangga adalah sebesar Rp1.990.170/bulan
(Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut Cahyono dan Iryani (dalam
Arfiyani dkk, 2020) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang
tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan,
pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat
disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun
akses pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan sering dikaitkan dengan
kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat, yang didalamya
banyak sekali masyarakat yang tidak mampu untuk memelihara dirinya
sendiri yang sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan tidak
mampu untuk memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam

kelompok tersebut.

Efek yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan cenderung akan menyebar
(multiplier effects) dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan dasar yang
tidak terpenuhi dapat menimbulkan ancaman secara fisik maupun mental
masyarakat sehingga akan menjadi faktor penghambat jalannya berbagai
macam aspek kehidupan. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan perlu
diselesaikan secara terpadu dan terorganisir (Permana dan Cahyo, 2018).
Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa upaya menekan angka
kemiskinan bukanlah hal yang mudah, meskipun berbagai pendekatan

dan solusi dilakukan untuk menyelesaikan kemiskinan tersebut. Masih
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banyak penduduk miskin atau bahkan sangat miskin dari berbagai daerah
di Indonesia termasuk didalamnya adalah Provinsi Lampung. Oleh sebab
itu, sejalan dengan meningkatnya penduduk miskin di berbagai daerah,
pemerintah diharapkan dapat lebih insentif mencari solusi terbaik untuk

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020

No. Kabupaten/Kota 2019 (%) 2020 (%)
1 Lampung Barat 12,52 12,92
2 Tanggamus 11,68 12,05
3 Lampung Selatan 14,08 14,31
4 Lampung Timur 14,62 15,24
5 Lampung Tengah 11,82 12,03
6 Lampung Utara 19,30 19,90
7 Way Kanan 12,90 13,07
8 Tulang Bawang 9,33 9,35
9 Pesawaran 14,76 15,19
10  Pringsewu 9,97 10,15
11 Mesuji 7,33 7.47
12 Tulang Bawang Barat 7,39 7,75
13  Pesisir Barat 14,29 14,48
14  Kota Bandar Lampung 8,81 8,71
15 Kota Metro 8,47 8,68
Rata-Rata Penduduk Miskin Provinsi Lampung 12,34 12,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan pada tabel 1, dapat disimpulkan bahwa angka rata-rata
penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar
0,28% yaitu pada tahun 2019 rata-rata penduduk miskin berada pada
angka 12,34% namun di tahun 2020 meningkat menjadi 12,62%. Jika
dilihat rata-rata penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung, terdapat tiga Kabupaten/Kota dengan urutan penduduk miskin
terbanyak. Kabupaten/Kota tersebut ialah Kabupaten Lampung Timur
yang mengalami peningkatan penduduk miskin sebesar 0,62%,

Kabupaten Lampung Utara dengan peningkatan penduduk miskin
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sebesar 0,6%, dan Kabupaten Pesawaran dengan peningkatan penduduk
miskin sebesar 0,43%. Berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya, Kota
Bandar Lampung justru mengalami penurunan penduduk miskin sebesar
0,1% yaitu pada tahun 2019 penduduk miskin di Kota Bandar Lampung
mencapai angka 8,81% dan menurun di tahun 2020 menjadi 8,71%.
Sebaliknya, Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan penduduk
miskin yaitu sebesar 12,90% pada tahun 2019 dan 13,07% pada tahun
2020, sehingga menjadikan Kabupaten Way Kanan berada pada urutan ke
sepuluh di Provinsi Lampung. Dari hasil selisih dapat disimpulkan bahwa
Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan penduduk miskin sebesar
0,17%.

Dalam percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah Indonesia
melalui berbagai program perlindungan sosial. Program merupakan
rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan. Program adalah
suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau
implementasi dari suatu kebijakan, juga berlangsung dalam proses yang
berkesinambungan terjadi (Yulianti, 2018). Pada penelitian ini, program
perlindungan sosial yang dimaksudkan adalah Program Keluarga Harapan
(PKH). Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2007 melalui
Kementerian Sosial. Program Keluarga Harapan adalah program
pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan
yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan
ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kriteria penerima
bantuan PKH berdasarkan tiga komponen yaitu, komponen kesehatan
yang terdiri dari ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan
yaitu terdiri dari anak SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat,
dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia dan
penyandang disabilitas berat (Kementerian Sosial RI, 2020)
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Dalam dunia internasional program semacam ini dikenal dengan istilah
Conditional Cash Transfers (CCT) yang artinya bantuan bersyarat.
Menurut Rawlings and Rubio (dalam Sari, 2020), CCT adalah bagian dari
program generasi baru yang berusaha membantu peningkatan akumulasi
modal manusia (human capital) pada orang muda sebagai cara untuk
memutuskan siklus kemiskinan antar-generasi. PKH secara khusus

bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Dengan adanya PKH akan memberikan manfaat jangka panjang dan
jangka pendek seperti meningkatkan taraf hidup KPM, mengurangi beban
pengeluaran KPM, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan
kemandirian keluarga untuk mengakses layanan kesehatan dan
pendidikan. Sebagai bantuan sosial bersyarat PKH membuka akses KPM
bagi ibu hamil dan balita untuk memanfaatkan fasilitas/layanan kesehatan
(faskes) dan anak usia sekolah untuk memanfaatkan fasilitas/layanan
pendidikan yang ada disekitar tempat tinggalnya mulai dari tingkat
Pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat pendidikan SMA/SMK
sederajat. KPM PKH juga mencakup penyandang disabilitas dan lanjut
usia dengan orientasi meningkatkan taraf kesejahteraan sosial dan

kesehatannya (Kementerian Sosial RI, 2020)

PKH lebih dimaksudkan untuk membangun sistem perlindungan sosial
kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial penduduk miskin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan
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Sosial Secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Penerima bantuan PKH di Indonesia mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Jumlah penerima PKH tahun 2019 sebanyak 9.841.270
keluarga dengan anggaran sebesar 34,2 triliun. Pada bulan Januari 2020
jumlah penerima PKH mengalami peningkatan menjadi 10.000.000 KPM
dengan total anggaran sebesar 37,4 triliun. Pelaksanaan PKH di Provinsi
Lampung sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2010 pada empat
Kabupaten/Kota, vyaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten
Lampung Selatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kota Bandar
Lampung. Sampai saat ini pelaksanaan PKH telah mencapai 15
Kabupaten/Kota yang ada di Lampung. Pada bulan Oktober 2020 jumlah
penerima PKH di Provinsi Lampung mencapai angka sebesar 471.524
KPM (Aini, 2018).

Tabel 2. Sebaran KPM PKH Provinsi Lampung s/d Oktober 2020

Kabupaten/Kota KPM Bantuan (%)

Bandar Lampung 39.162 29.681.000.000 8.31%
Metro 4.120 2.963.525.000 0.87%
Lampung Barat 17.681 12.985.375.000 3.75%
Lampung Selatan 56.012 41.705.925.000 11.88%
Lampung Tengah 71.576 52.896.950.000 15.18%
Lampung Timur 68.157 49.276.775.000 14.45%
Lampung Utara 50.713 39.143.000.000 10.76%
Mesuji 10.144 7.054.175.000 2.15%
Pesawaran 32.283 25.177.525.000 6.85%
Pesisir Barat 10.826 10.031.025.000 2.3%

Pringsewu 19.569 14.145.775.000 4.15%
Tanggamus 39.870 31.471.400.000 8,46%
Tulang Bawang Barat 12.472 9.428.075.000 2.65%
Tulang Bawang 15.690 11.544.875.000 3.33%
Way Kanan 23.249 17.791.875.000 4.93%
Total 471.524 355.297.275.000 100%

Sumber : Sebaran KPM dan SDM PKH di Indonesia Tahap 4 2020
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Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Oktober
bantuan PKH sepenuhnya telah disalurkan diseluruh kabupaten yang ada
di Provinsi Lampung salah satunya ialah Kabupaten Way Kanan.
Meskipun Kabupaten Way Kanan letak wilayahnya cukup jauh dari pusat
kota dan banyak wilayah-wilayah terpencil yang masih sulit diakses
namun pencapaian penyaluran dan dana PKH di Kabupaten cukup tinggi
jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain. Kabupaten Way
Kanan menempati peringkat ke delapan dengan total penerima PKH
sebanyak 23.249 KPM. Implementasi PKH membantu menurunkan angka
kemiskinan serta mengurangi kesenjangan dalam masyarakat Kabupaten
Way Kanan, sebagaimana disampaikan oleh Adipati Surya selaku Bupati

Way Kanan, dikutip dari berita online berikut ini:

“PKH adalah salah satu program unggulan sebagai tahapan
perlindungan sosial, program ini terbukti cukup berhasil dan
telah berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan dan
kesenjangan yang ada di Kabupaten Way Kanan. PKH di
Kabupaten Way Kanan mulai diimplementasikan sejak tahun
2014 sampai dengan saat ini telah mencangkup 14 kecamatan,
227 kelurahan dan kampung. Setiap tahun akan dilakukan
validitas data calon KPM sehingga jumlah penerima PKH akan
meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah penerima PKH
bukan dikarenakan adanya peningkatan angka kemiskinan di
Kabupaten Way Kanan, akan tetapi dikarenakan perluasan
jumlah KPM” (Rahmat, 2019).

Sejalan dengan pernyataan Bupati Way Kanan yang dimuat dalam berita
online, SMERU (dalam Wulandari dkk, 2013) menyatakan bahwa
Program Keluarga Harapan telah terbukti memberikan dampak positif
diberbagai wilayah terhadap peningkatan kunjungan ke fasilitas kesehatan
dan partisipasi pendidikan. Sementara dalam pelaksanaannya Program
Keluarga Harapan memiliki kelemahan pada proses targeting atau
ketepatan penentuan sasaran keluarga miskin yang berhak mendapatkan

bantuan tersebut. Menurut Fiszbein and Schady (dalam Wulandari dkk,
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2013) terdapat dua jenis yang kesalahan dalam menganalisis kesalahan
targeting, yaitu cakupan yang kurang dan kebocoran. Mis-targeting
diartikan bahwa terdapat rumah tangga miskin yang memenuhi syarat
namun dikecualikan dari program. Disisi lain terdapat rumah tangga tidak
miskin yang salah diidentifikasi masuk kedalam jangkauan program. Oleh
sebab itu inovasi terus dilakukan pemerintah dalam memperbaiki jalannya
Program Keluarga Harapan agar tujuan dari program tersebut dapat

tercapai dengan baik.

Permasalahan ketidaktepatan sasaran merupakan salah satu permasalahan
yang disoroti oleh Kantor Wakil Presiden Indonesia (Gardiner, 2013).
Oleh sebab itu pemerintah melalui Kementrian Sosial Republik Indonesia
mengupayakan ketepatan sasaran bantuan dan mewujudkan rasa keadilan
sosial yang dimuat dalam Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
Pasal 56 tentang Graduasi PKH. Graduasi merupakan berakhirnya masa
kepesertaan PKH meskipun program PKH tersebut masih berlangsung.
Graduasi dapat terjadi secara alami (terminasi) dan graduasi secara

mandiri (Bappenas, 2019).

Indikator alami berakhirnya masa kepesertaan PKH atau graduasi ialah
KPM yang berkaitan tidak lagi memenuhi komponen syarat penerima
PKH, seperti komponen kesehatan yaitu terdiri atas ibu hamil dan balita,
komponen pendidikan yaitu usia wajib belajar (SD-SMA/sederajat), dan
komponen kesejahteraan yaitu terdiri atas lanjut usia dan penyandang
disabilitas berat. Selain itu graduasi juga diterapkan kepada mereka yang
memiliki usaha yang dirintis meskipun masih dalam skala kecil namun
telah berjalan lancar. Graduasi ini dilakukan karena KPM tersebut
dianggap telah mampu secara mandiri untuk meningkatkan taraf ekonomi

keluarganya. (Khoiriyah dan Kunarti, 2019)
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Pada tahun 2020 jumlah peserta PKH yang telah graduasi di Indonesia
sebesar 2.012.201 KPM, Provinsi Lampung sebanyak 444.164 KPM
termasuk didalamnya KPM graduasi dari Kabupaten Way Kanan pada
Bulan Januari 2020 yaitu mencapai angka 23.135 KPM (Fikri, 2020).
Bapak Aan Muslihin sebagai pendamping PKH Desa Gedung Jaya
mengatakan bahwa:
“Terdapat 150 KPM di Kecamatan Negara Batin yang telah
graduasi, sedangkan jumlah peserta PKH yang telah graduasi di
Desa Gedung Jaya sendiri sebanyak 21 KPM, yang terdiri atas
14 KPM graduasi alami dan 7 KPM graduasi mandiri”. (Sumber:

Hasil Wawancara Pra-riset, 13 November 2020, 10:00 WIB,
Desa Gedung Jaya).

Dengan adanya 7 KPM Desa Gedung Jaya yang melakukan graduasi
mandiri, menjadi salah satu indikasi keberhasilan pelaksanaan PKH di
desa tesebut. Graduasi merupakan outcome dari PKH. Targeting graduasi
pada tahun 2019 yaitu KPM PKH yang telah berdaya. Oleh sebab itu
pendamping PKH berperan untuk memotivasi dan menggerakkan KPM
agar memanfaatkan bantuan dan fasilitas PKH dengan sebaik-baiknya
sehingga pada akhirnya dapat mendorong kesadaran diri KPM untuk
lebih  mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasanya sekaligus
meningkatkan ekonomi keluarganya. Untuk menetapkan graduasi pada
KPM PKH diperlukan tahapan-tahapan strategi graduasi hingga
menjadikan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi KPM
tersebut.
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Transisi Peningkatan Keterampilan Penguatan
Usaha Bekerjasama dengan Ekonomi
: Mentri Perindustrian, LSM, Keluarga
Graduasi Lembaga Keuangan Formal Melalui KUBE,

Gambar 1.Tahapan Strategi Graduasi.

Sumber: Strategi Menggraduasi KPM PKH (dikelola kembali oleh peneliti 2020)

Tujuan dari kebijakan graduasi ialah mendukung upaya percepatan
pengentasan kemiskinan sejalan dengan tujuan PKH, memastikan
penerima bantuan sosial PKH tepat sasaran, meminimalisir timbulnya
kesenjangan sosial, dan mewujudkan rasa keadilan sosial (Kementrian
Sosial RI, 2020). Disamping itu, PKH dan graduasi diharapkan dapat
mendukung terwujudnya tujuan-tujuan Sustainable Development Goals
(SDGs) khususnya pada tujuan pertama dan keempat pada SDGs, yaitu
menghilangkan segala bentuk kemiskinan dan menjamin kualitas
pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar
seumur hidup untuk semua (Panuluh dan Fitri, 2016). Dalam tujuan
pertama SDGs, salah satu target sasaran SDGs adalah presentase
penduduk yang tercakup dalam perlindungan sosial. Sedangkan pada
tujuan keempat SDGs, salah satu indikator yang digunakan adalah angka
kelulusan sekolah menengah untuk anak laki-laki dan anak perempuan
(Sutopo dkk, 2014).

Pada tujuan pertama dan keempat SDGs merupakan beberapa tujuan

yang mencerminkan pembangunan manusia di SDGs dan merupakan
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aspek yang tertera dalam pilar sosial. (Alisjahbana dan Murniningtyas,
2018). Peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan seluruh masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup saat
ini telah dijadikan tujuan mutlak pembangunan. Dalam hal ini
administrasi negara digunakan untuk mengelola pembangunan. Oleh
sebab itu, pembangunan sangat erat hubungannya dengan administrasi

negara (Anggara, 2016).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik memilih
lokasi penelitian di Desa Gedung Jaya ini, untuk melihat bagaimana
implementasi kebijakan graduasi yang dimaksudkan untuk tujuan
pembangunan berkelanjutan. Sehingga penulis bermaksud melakukan
penelitian dengan mengambil judul “Implementasi Kebijakan Graduasi
dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) (Studi
Pada PKH Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten
Way Kanan Tahun 2021)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji
oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya,
Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way kanan?

2. Apa peran kebijakan graduasi dalam mewujudkan SDGs di Desa
Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan?
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Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1.

Menganalisis pelaksanaan kebijakan graduasi graduasi di Desa
Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan
dengan mengguakan indikator yang diambil dari teori keberhasilan

implementasi kebijakan menurut Anne L. Scheneider (2016).

Mengidentifikasi peran kebijakan graduasi dalam upaya mewujudkan
SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten

Way Kanan khususnya pada tujuan pertama dan keempat pada SDGs.

Kegunaan Penelitian

1.

2.

Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbagsih referensi
dibidang perlindungan sosial dalam menggraduasi kepesertaan
Program Keluarga Harapan (PKH) dan pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development Goals) khususnya pada pembahasan-
pembahasan yang berkaitan dengan masalah graduasi Program
Keluarga Harapan (PKH).

Manfaat Praktis

a. Kontribusi data penelitian mengenai Implementasi Kebijakan
Graduasi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals
(SDGs) kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa
Gedung Jaya.

b. Kontribusi data penelitian mengenai pelaksanaan tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs) dalam lingkaran

Program Perlindungan Sosial.
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Acuan untuk penelitian lanjut mengenai Implementasi
Kebijakan  Graduasi Dalam Mewujudkan  Sustainable
Development Goals (SDGS).

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar evaluasi
pelaksanaan graduasi PKH di Desa Gedung Jaya, Kecamatan
Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan suatu
strategi Implementasi Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan
Sustainable Development Goals (SDGs) kelompok Program
Keluarga Harapan (PKH) Desa Gedung Jaya, Kecamatan
Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Studi penelitian tentang PKH dan graduasi sudah banyak dilakukan oleh
peneliti terlebih dahulu dengan berbagai macam aspek kajian. Penelitian
terdahulu  memudahkan penulis dari segi konsep, teori dan
mempermudah dalam menentukan langkah-langkah sistematis dari
konsep dan teori tersebut. Adapun penelitian terdahulu tentang graduasi
lebih melihat kepada faktor yang mempengaruhi KPM mau melakukan
kebijakan graduasi dan dampak paska KPM PKH melakukan graduasi.

Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai

referensi:
Tabel 3. Penelitian Terdahulu
Peneliti Jud_u_l Ha§|! Perbedaan Penelitian

Penelitian Penelitian

(Fadliyaturrohmah, Graduasi Implementasi Perbedaan penelitian terdahulu

2018) Mandiri PKH di Desa dengan penelitian ini terletak
dari PKHdi  Wukiharjo pada fokus penelitian. Fokus
Desa berjalan sesuai penelitian terdahulu adalah
Wukiharjo, pedoman. mengetahui faktor-faktor yang
Kecamatan Namun sejak mempengaruhi  KPM  PKH
Prambanan,  tahun 2008 melakukan graduasi.
Kabupaten hingga 2018, Sedangkan fokus pada
Sleman, tercatat hanya penelitian ini ingin melihat
Yogyakarta  ada 4 KPM. bagaimana mplementasi
. graduasi dan peran dari

graduasi dalam mewujudkan
SDGs

Kunarti dan Nur Graduasi Bentuk Perbedaan terletak pada

Khoiriyah (2019) Mandiri: keberdayaan pendekatan atau indikator yang
Bentuk KPM paska digunakan dalamm penelitian.
Keberdayaa  graduasi adalah Penelitian terdahulu
n KPM kebebasan menggunakan pendekatan
PKH di tingkat mobilitas, daya beli,
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Tabel 3 (Lanjutan)

2.2

Kabupaten mobilitas, jaminan ekonomi, kontribusi
Pati kemampuan diri pada lingkungan keluarga.
membeli Sedangkan indikator penelitian
komoditas kecil, ini: keberhasilan implementasi
memiliki kebijakan , perubahan ekonomi
jaminan eks KPM dan angka lulus
ekonomi, dan sekolah tingkat sekolah
kontribusi menengah untuk anak
terhadap perempuan dan laki-laki.
keluarga.
Ainun Oktavia Sari  Dampak Berdasarkan Perbedaan  terletak  pada
(2020) Sosial penelitian yang pendekatan dan lokasi
Ekonomi dilakukan oleh penelitian. Pendekatan pada
Pada KPM peneliti, PKH di Penelitian terdahulu: The Most
PKH Exit Kecamatan Significant Change Thenique
Mandiri Di Pagelaran sudah (MSCt) di Kecamatan
Kecamatan memberikan Pagelaran Kabupaten
Pagelaran perubahan yang Pringsewu.
Kabupaten baik terhadap Sedangkan  penelitian  ini
Pringsewu ekonomi, dengan menggunakan
Dalam kesehatan, dan pedekatan dari teori dari
Perspektif pendidikan KPM  Scheneider (2016) dan
The Most meskipun belum pendekatan perubahan
Significant cukup signifikan.  ekonomi eks KPM PKH secara
Change umum di Desa Gedung Jaya,
Thenique Kecamatan Negara Batin,
(MSCt) Kabupaten Way Kanan.
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2020
Program Keluarga Harapan
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga

(Kementerian Sosial, 2021) dalam buku pedoman pelaksanaan PKH
2021, Program Keluarga Harapan (PKH) diartikan sebagai salah satu
bentuk program perlindungan sosial yang digunakan sebagai upaya
penanggulangan kemiskinan di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial.
PKH diarahkan sebagai center of excellence dalam upaya mengatasi
PKH

dikenal dengan istilan Cash Conditional Transfer (CCT) atau bantuan

masalah kemiskinan di Indonesia. Dalam skala internasional

bersyarat. Di Indonesia PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang
diawali di 7 provinsi pada tahun 2007. Sampai dengan tahun 2020
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pelaksanaan PKH di Indonesia telah menjangkau 34 provinsi yang mana

mencangkup 514 kabupaten/kota dan 6.709 kecamatan. Berikut ini

merupakan syarat komponen PKH, tujuan PKH, hak dan kewajiban PKH

di masa pendemi covid-19, dan pemutakhiran data serta transformasi

kepesertaan PKH:

2.2.1

2.2.2

Sayarat Komponen PKH

PKH merupakan program pemberian bantuan bersyarat kepada
keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai
persyaratan untuk ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) PKH. Berikut ini adalah kriteria penerima PKH yang

dibedakan berdasarkan 3 komponen, yaitu:

1. Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui
dan anak usia dini (usia 0-6 tahun)

2. Komponen pendidikan yaitu anak usia 6 sampai dengan 21
tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar yang
menempuh pendidikan tingkat SD/Mi sederajat, SMP/MTS
sederajat, dan SMA/MA sederajat.

3. Komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut usia

dan penyandang Disabilitas Berat

Tujuan PKH

Program Keluarga Harapan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
keluarga miskin dan rentan.

3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam
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mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan
sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal
kepada KPM.

2.2.3 Hak dan Kewajiban KPM PKH

1. Hak KPM PKH:

KPM PKH berhak mendapatkan:

a. Bantuan sosial PKH;

b. Pendampingan sosial PKH;

c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan
kesejahteraan sosial;

d. Program bantuan komplementer di bidang kesehatan,
pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2. Kewajiban KPM PKH di masa pandemi covid-19:

a. KPM vyang termasuk ke dalam komponen kesehatan
melaksanakan pola hidup sehat dan menerapkan protokol
kesehatan.

b. Anak PKH yang termasuk ke dalam komponen pendidikan
wajib mengikuti kegiatan belajar dengan menerapkan
protokol kesehatan.

c. KPM vyang termasuk ke dalam komponen kesejahteraan
sosial wajib mengikuti kegiatan dibidang komponen
tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan.

d. KPM wajib menerima dan menerapkan materi-materi yang
ada dalam modul P2K2 khususnya modul kesehatan dan

penerapan protokol kesehatan.
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2.2.4 Pemutakhiran Data dan Transformasi Kepesertaan

Tujuan kegiatan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh
kondisi terkini anggota KPM PKH. Data tersebut digunakan
untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Berikut ini
adalah informasi perubahan KPM vyang didapat dari
pemutakhiran data:

1. Perubahan status eligilibilitas KPM PKH;

2. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, dan
sebagainya;

Perubahan komponen kepesertaan;

Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses;

Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses;

Perubahan domisili KPM;

Perubahan data pengurus dan anggota keluarga sesuai dengan

N o g &~ W

data kependudukan;

©o

Perubahan data bantuan komplementer;
9. Perubahan kondisi sosial ekonomi.

Transformasi kepesertaan adalah proses pengakhiran sebagai
KPM PKH melalui kegiatan resertifikasi (pendataan ulang).
Setelah menerima bantuan selama 6 tahuh, setelah itu diharapkan
ada perubahan perilaku terhadap KPM PKH dibidang kesehatan,
pendidikan, kesejahteraan sosial dan peningkatan status sosial
ekonomi. Hasil dari resertifikasi digunakan untuk menetapkan

status transisi atau graduasi.

1. Transisi adalah peserta PKH yang kondisinya masih
memenuhi syarat PKH. Pada tahap transisi, peserta masi

menerima bantuan maksimal 3 tahun dengan tetap memenubhi
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kewajibannya sebagai KPM PKH dan dipersiapkan untuk
menerima program pengentasan kemiskinan lainnya.
2. Graduasi adalah peserta PKH yang memnuhi 3 syarat yaitu:
a. Masih miskin tetapi tidak memiliki syarat PKH;
b. Tidak miskin tetapi masih memiliki syarat PKH;
c. Tidak miskin dan tidak memenuhi syarat.

2.3 Tinjauan tentang Kebijakan

Menurut Dunn (dalam Anggara, 2016), istilah kebijakan berasal dari

bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan

Sanskerta kebijakan (polis) artinya negara-kota. Sedangkan dalam

bahasa Latin adalah politia yang artinya negara. selanjutnya dalam

bahasa Inggris yaitu policie yang diartikan sebagai masalah-masalah

public atau administrasi pemerintahan. Secara komprehensif kemudian

Dye (dalam anggara, 2016), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah

semua yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah.

2.3.1

Implementasi kebijakan

Mazmanian and Sabatier (dalam Anggara, 2016) mengatakan
bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk
perintah dan keputusan, serta dalam bentuk peradilan lainnya.
Anggara (2018) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah
fungsi dari pilar organisasi dan manajemen. Dalam perspektif ini,
unsur organisasi adalah negara dan manajemen adalah
pemerintahan. Dewasa ini banyak ilmuwan yang menyadari
bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan tidak hanya
bergantung pada kecukupan teori yang ada didalam sebuah
kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada proses implementasi

kebijakan tersebut.
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Menurut Udoji (dalam Meutia, 2013) implementasi kebijakan
jauh lebih penting dari pembuatan Kkebijakan itu sendiri.
Kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana yang bagus
dan tersimpan dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Hal
serupa juga dikemukakan oleh Williams and Elmore (dalam
Schneider, 2016) yang menyebutkan bahwa kesulitan terbesar
dalam merancang program sosial yang lebih baik bukanlah
menentukan apa kebijakan yang masuk akal, tetapi menemukan
cara bagaimana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan

dilapangan sesuai dengan tujuan yang ditentukan.

Proses Implementasi Kebijakan

Banyak literatur tentang implementasi mengacu pada istilah yang
digunakan oleh Williams untuk merujuk pada proses perubahan
yang terjadi setelah mengadopsi kebijakan dan rutinitas operasi,
aktivitas, atau tugas yang diatur oleh kebijakan yang ada
sebelumnya. Menurut Schneider (2016) mengatakan bahwa dalam
proses implementasi kebijakan fase perencanaan terjadi setelah
undang-undang atau kebijakan lain diadopsi. Kegiatan-kegiatan
yang biasanya terjadi selama tahap perencanaan antara lain
mengidentifikasi orang-orang yang bertanggungjawab dan
mengkoordinasi jalannya kegiatan, mengkomunikasikan kebijakan
kepada orang-orang tersebut, pelatihan, menyiapkan pedoman
tertulis, memobilisasi sumber daya, membuat proposal,
menyiapkan kontrak, dan memobilisasi dukungan untuk undang-

undang melalui pendidikan publik.

Untuk mulai mengimplementasikan kebijakan biasanya dilakukan
dengan menggunakan prosedur baru, aktivitas baru, tugas baru,

dan pembukaan fasilitas baru, serta dimensi lain dari lembaga
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yang bersangkutan. Melalui serangkaian lembaga pemerintah ada
beberapa perencanaan dan fase permulaan yang dilakukan
sebelum agen pelaksana mulai mengirimkan layanan atau
melakukan tugas-tugas yang di atur dalam undang-undang.
Sebagai contoh dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH) melalui tingkatan lembaga-lembaga yaitu:

1. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI)
sebagai pusat koordinator pelaksanaan PKH.

2. Provinsi selaku Koordinator Wilayah (Korwil).
3. Kabupaten/kota selaku Koordinator Kabupaten (Korkab).
4. Kecamatan sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam).
5. SDM pendamping PKH yang dianggap sebagai ujung tombak
dalam pelaksanaan PKH.
Policy Agency New Implementation
Adoption Planning Procedures Ends
Begins Begin
v v \ v

Start-Up/Fine
Tuning

Planning Rountinization

Gambar 2. Tahapan Dalam Implementasi.

Sumber: Studying Policy Implementation Menurut Schneider (2016)
2.3.3 Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut Schneider (2016), ada lima faktor yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut yaitu:

kelangsungan kebijakan, integritas, kapasitas dan ruang lingkup
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operasi, kegiatan yang dipengaruhi oleh kebijakan, dan tidak ada
efek negatif yang terjadi. Kebijakan dianggap layak jika elemen
yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan ada dan berfungsi.
Malcolm Klein (dalam Scheneider, 2016) mengatakan bahwa jika
pelaksanaan kegiatan dilakukan secara konsisten dengan konsep
kebijakan sentral dengan sedemikian rupa maka tujuan sosial dari
kebijakan tersebut dapat tercapai. Ruang lingkup dan kapasitas
mengacu pada apakah kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai
dengan kelompok sasaran yang dituju dan apakah aktivitas, klien,
biaya, atau operasional lainnya yang diatur oleh kebijakan sudah

berada pada strata tingkatan yang tepat.

Hasil dari sebuah kebijakan dapat dilihat dari kualitas
implementasi kebijakan yang ditentukan oleh tugas dan kegiatan
kebijakan itu sendiri atau ditentukan oleh pernyataan legislatif
(aspek politik) diluar kendali dari agen pelaksana. Jika kualitas
implementasi kebijakan dilihat berdasarkan tugas dan kegiatan
dalam kebijakan, ketika tujuan kebijakannya tidak tercapai maka
rusaknya proses implementasi serta teori yang tidak memadai
bukanlah hal utama yang menjadi faktor kegagalan. Tetapi hasil
evaluasi yang nantinya akan menentukan apakah tugas dan
kegaiatan tersebut mampu mencapai tujuan serta memberikan

perubahan yang lebih baik.

Baik proses maupun hasil evaluasi akan menentukan apakah
praktik yang dilakukan agen pelaksana menghasilkan konsekuensi
yang terpisah dari tugas yang dijalankan. Namun sebaliknya, studi
implementasi lebih terfokus pada evaluasi tugas, operasi, kegiatan,
dan output langsung yang dihasilkan oleh kebijakan itu sendiri.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi

kebijakan perlu melakukan evaluasi karena menyangkut
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kelangsungan hidup, integritas teoritis, kapasitas, ruang lingkup,
dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Ada dua masalah
mendasar yang dihadapkan dalam studi ang mempelajari tentang
implementasi, yaitu pilihan standar yang menjadi dasar kualitas
implementasi dan pilihan elemen yang akan dimasukan kedalam
studi implementasi (kegiatan, tugas, dan prosedur).

Inputs The Agency Future Consequences
R Tasks,
esources, s | Operations, S S
Rules, Activities, Results Outcomes
Clients... Directs,
Outputs

| Process Evaluation |

Implementation |

I Qutcome Evaluation |

Performance Measures for Implementation
(a) Viability. Are the elements present, operative, on schedule?
(b) Theoretical Integrity. Are the operations consistent with the central

concept (e,g., theory) of the policy and consistent with the conditions that
are necessary or crucial to achieve the future results and outcomes?

(c) Scope. Are the resourch and activities directed at the intended target
population?

(d) Capacity. Are the activities, clients, costs at the expected levels?

(e) Unitended Consequences. Have negative side effects been felt by other

agencies?

Gambar 3. Implementasi Oleh Agen Pelaksana

Sumber: Studying Policy Implementation Menurut Schneider (2016:719)
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2.3.4 Unsur yang Dipelajari dalam Studi Implementasi

Hasil evaluasi sering mendapat kritikan karena mengadopsi
pandangan yang terlalu sederhana tentang tugas, kegiatan, dan
prosedur operasional yang digunakan untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Studi implementasi cenderung mengalami masalah
seperti terlalu banyak kesederhanaan atau malah terlalu banyak
detail pembahasan yang justru dapat menggagalkan tujuan studi
implementasi. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan orang
tidak tahu apakah kebijakan yang dilaksanakan penting dan
apakah yang tidak relevan dengan kinerja dari keseluruhan sistem
yang ada. Menurut (Schneider, 2016) terdapat beberapa kriteria
yang dapat digunakan untuk memisahkan elemen penting dari

praktik agen pelaksana yang tidak relevan, yaitu:

a. Dalam penelitian, elemen yang merupakan sarana daripada
tujuan harus memiliki prioritas tertinggi. Misalnya, kegiatan
yang dilakukan dalam acara tertentu, harus mencapai tujuan

sesuai yang telah ditetapkan.

b. Unsur-unsur yang diperlukan untuk pencapaian tujuan
mendatang juga harus memiliki prioritas tinggi untuk
dimasukkan, terutama jika ada alasan untuk percaya bahwa

masalah dapat muncul kapan saja.

c. Elemen yang digabungkan harus cukup untuk mencapai hasil

yang diinginkan dengan anggapan bahwa teori itu benar.

d. Indikasi dan kegagalan yang tidak diinginkan baik jangka
pendek maupun jangka panjang juga harus diperhatikan

untuk dimasukkan ke dalam studi implementasi.



2.3.5

2.3.6

44

Praktik Agen Pelaksana

Scheneider (2016), mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya
tugas dan kegiatan dalam implementasi kebijakan juga bergantung
dengan bagaimana agen pelaksana menjalankan tugasnya (agency
practies). tugas agen pelaksana adalah serangkaian titik keputusan
yang didefinisikan sebagai titik atau proses didalam badan atau
lembaga yang diikuti dengan opsi mengenai kemana masalah
tersebut akan dibawa dan langkah apa yang harus ditempuh untuk
menyelesaikannya. Setiap poin keputusan harus menjawab enam
item pokok, vyaitu: keadaan, otoritas dan partisipasi, pilihan,

kriteria, insentif, dan waktu.

Mengidentifikasi Arah Kebijakan

Arah kebijakan biasanya mengacu pada aspek-aspek didalam
undang-undang yang menggambarkan bagaimana suatu lembaga
seharusnya beroperasional. Arah kebijakan akan berdampak pada
prosedur masuk, pemrosesan, dan keluar. Kebijakan dapat
mendefinisikan kembali dengan menyediakan beberapa pilihan
solusi, misalnya dengan mengubah kriteria yang seharusnya
digunakan, mengubah distribusi otoritas dan partisipasi dalam
sebuah lembaga untuk membuat keputusan, atau mereka dapat
mengubah intensif dengan tujuan untuk memilih satu opsi dari
pada yang lainya. Kebijakan dapat mengubah keadaan dimana
prosedur pengambilan keputusan tertentu akan digunakan.

Klein and Teilman (dalam Scheneider, 2016) menyebutkan bahwa
mandate yang ada didalam undang-undang menjadi hal penting
untuk memahami bagaimana kebijakan akan berdampak pada

pelaksana kebijakan. Kebijakan dapat berisi ‘meminta’ (perintah),
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‘mendorong’, ‘mengizinkan’, ‘mencegah’, atau ‘melarang’. Hal
ini tentu secara umum dapat mempengaruhi tingkat kebijaksanaan

terhadap individu tertentu dalam sebuah sistem.

Mengidentifikasi Tujuan Kebijakan

Setelah menentukan arah kebijakan, sebuah tujuan kebijakan juga
penting untuk ditentukan sejak awal. Langkah awal dalam
menentukan tujuan kebijakan ialah menjadikan kebijakan publik
sebagai keputusan yang mengalokasikan masalah-masalah dalam
masyarakat. Manfaat dan biaya yang ada ditujukan untuk public
seperti perlindungan dari kejahatan. Menurut Lasswell (dalam
Scheneider, 2016), kebijakan publik menentukan ‘siapa
mendapatkan apa, bagaimana, dan apa alasannya’. Pendapat
Harold dapat disandingkan dengan pernyataan Schneider (2016),
yang mengatakan ‘dengan siapa sebenarnya mendapatkan apa,

bagaimana, adan untuk alasan apa’.

Pernyatan dari kedua ahli terlihat sama tetapi Schneider lebih
memperjelas pernyataannya bahwa masalah akan muncul apabila
pernyataan kebijakan tidak jelas menunjukkan siapa yang
seharusnya menjadi penerima kebijakan atau siapa harus
menanggung biayanya. Makna dari penjelasan ini memiliki arti
penting guna menentukkan arah kebijakan, mengidentifikasi
dampak terhadap distribusi kebijakan, dan digunakan untuk
menentukan tujuan-tujuan lain. Tujuan kebijakan sejalan dengan

studi implementasi dengan dua cara, yaitu:

1. Beberapa tujuan kebijakan dicapai dengan cara praktik agen
pelaksana tertentu yang dilakukan sesuai dengan undang-

undang.
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2. Praktik yang dilakukan agen pelaksana memiliki hubungan
yang krusial dengan kebijakan dan tujuan yang akan dicapai.

Dapat disimpulkan bahwa arah dan sasaran kebijakan merupakan
dua hal yang saling berkaitan. Arah kebijakan yang ditentukan
akan berdampak pada prosedur input, process, dan output dari
kebijakan itu sendiri. Sedangkan sasaran kebijakan yang nantinya
akan menentukan siapa yang mendapat, apa yang didapat, dan apa

alasannya.

Hubungan yang Kurang Efektif dan Konsekuensi yang Tidak
Diinginkan

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa
studi tentang implementasi kebijakan melibatkan evaluasi praktik
keagenan. Dalam hal ini Schneider (2016) menyebutkan aspek-
aspek apa saja yang harus dimasukkan ke dalam studi
implementasi. Adapun aspek-aspek tersebut ialah tujuan utama
kebijakan, hal-hal yang berkaitan dengan tujuan kebijakan
terutama hal yang digunakan sebagai alasan munculnya masalah,
dan hal-hal yang tidak diinginkan atau resiko negatif yang
kemungkinan terjadi sebagai bentuk antisipasi. Salah satu
pendekatan  yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi
keterkaitan lemah atau hubungan yang kurang efektif dalam
implementasi kebijakan adalah dengan melibatkan spesifikasi dari
variable dependen yang menarik dan pemeriksaan sistematis

terhadap faktor-faktor penyebab kegagalan implementasi.

Secara umum ada empat kategori yang digunakan sebagai alasan

kegagalan implementasi, yaitu:
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1. kurangnya pengetahuan tentang hukum dan hal yang
diperlukan olehnya. Maksudnya adalah seberapa banyak
pengetahuan yang dimiliki petugas akan berpengaruh
nantinya dalam  implementasi  kebijakan,  misalnya
pengetahuan dan pemahamannya terhadap undang-undang
yang akan digunakan dan bagaimana ia mengkomunikasikan
nantinya.

2. kurangnya kapasitas yang memadai. Apakah lembaga
memiliki kapasitas untuk melaksanakan beberapa bagian dari
hukum tergantung dari sumber daya yang dibutuhkan.

3. Kurangnya motivasi dan insentif sebagai pendukung Kinerja
SDM dalam menjalankan tugasnya. Motivasi dan kemauan
untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan
baik akan menjadi subjek dari karya-karya teoritis dan
umumnya disebutkan atau berspekulasi dalam studi kasus
implementasi.

4. Karena masalah yang terkandung dalam kebijakan itu sendiri.

Elmore and Berman (dalam Schneider, 2016), menyebutkan
bahwa pada bagian bawah hierarki partisipasi lembaga sangat
dibutuhkan. Lembaga pelaksana harus dapat mempelajari
kebijakan baru, membentuknya, dan mengkalaimnya sendiri.
Bagaimana lembaga beroperasi dalam tugasnya sehingga
kebijakan yang dibuat dapat menyelesaikan masalah yang ada.
Namun implementasi kebijakan juga akan mengalami kegagalan
apabila kebijakan yang dibuat mengandung ambiguitas sehingga
memunculkan beberapa interpretasi seperti bertentangan dengan

hukum dan mengandung kontradiksi internal.

Dalam mengidentifikasi apek-aspek praktik agensi yang

menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan sering kali yang
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menjadi  penyebabnya adalah kesulitan utama petugas
memprediksi efek negatif yang akan terjadi. Oleh karena itu,
untuk mengantisipasinya perlu dilakukan identifikasi terhadap titik
lemah dalam sistem dan meminta beberapa bukti informasi dari

informan.

Standar Perbandingan

Pada studi implementasi diterapkan standar yang digunakan untuk
menilai Kinerja system yang mengacu pada tugas dan kegiatan itu
sendiri, dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari tugas-tugas
tersebut. Dalam studi implementasi, praktik keagenan sering
dibandingkan dengan cetak biru legislatif yaitu berupa arahan,
aturan, dan standar kuantitatifnya untuk prosedur operasi yang
digunakan untuk menilai apakah lembaga tersebut sesuai dengan
yang dibutuhkan. Hasil dari studi semacam ini dimaknai jika
hukum mengandung larangan yang mutlak atau memiliki
persyaratan yang mutlak dan pembuat kebijakan memiliki gagasan
yang jelas dan konsensual tentang apa yang diterima dan apa yang
tidak dapat diterima. Jika tidak demikian, mustahil bagi mereka
untuk dapat menafsirkan data yang sedemikan rupa sehingga sulit

menentukan langkah korektif seperti apa yang harus diambil.

Terlepas dari masalah interpretasi, studi implementasi kebijakan
juga harus mencangkup perbandingan praktik keagenan melawan
arahan legislatif. Pembuat kebijakan harus memiliki kejelasan ide
yang relatif sama tentang apa yang ‘dapat diterima’ dan informasi
mengenai kinerja agensi selama memulai dan menyelesaikan fase
implementasi. Hal tersebut menjadi kemampuan yang penting

untuk meningkatkan kinerja agensi. Tetapi yang perlu ditekankan
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adalah bukan peran penilai untuk menentukan apakah tingkat
kinerja tertentu dapat diterima.

Peran penilai adalah menyediakan data yang dapat digunakan pada
tingkat kinerja aktual dan jika memungkinkan sekaligus
memberikan standar yang relevan terhadap tingkat Kinerja yang
bisa dinilai. Perbandingan dengan cetak biru legislatif harus
dilakukan sehingga interpretasi akan lebih bermakna jika standar
perbandingan yang digunakan tidak sewenang-wenang digunakan.
Pendekatan umumnya vyaitu dengan membandingkan tingkat
kinerja agensi operasi bawah kebijakan baru dengan tingkat

kinerja dibawah kebijakan lama.

Standar perbandingan selanjutnya adalah dengan menyandingkan
kinerja agensi dibawah satu kebijakan dengan kinerja agensi yang
jenisnya sama dibawah kebijakan yang berbeda. Perbandingan
seperti itu dapat membantu pembuat kebijakan apakah tingkat
kinerjanya sudah cukup baik dengan memberikan indikasi dari apa
yang dialami di daerah lain. Strategi lain yang dapat digunakan
dalam studi implementasi adalah dengan berkonsentrasi apakah
dan bagaimana kinerja dapat ditingkatkan.

Karakter dari pendekatan ini adalah pemahaman bahwa keputusan
apakah diterima atau tidaknya tingkat kinerja tidak bergantung
pada nilai-nilai yang dipegang oleh pembuat kebijakan, tetapi
bergantung pada sikap mereka dalam menyadari cara untuk
memperbaiki system melalui amandemen, aturan administratitif,

alokasi, pelatihan, dan sebagainya.

Dari uraian mengenai standar perbandingan yang telah dijelaskan
sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada empat cara
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mengevaluasi apakah kinerja suatu lembaga dalam halnya
kegiatan, tugas, dan prosedur operasional dapat dikatakan sudah

cukup baik, yaitu dengan cara:

1. Membandingkan praktik lembaga dengan cetak biru legislatif
dan terhadap standar kuantitatif apapun yang termasuk
didalamnya.

2. Membandingkan praktik keagenan dibawah undang-undang
baru dengan praktik keagenan dibawah undang-undang lama
untuk menentukan apakah tingkat kinerja lebih baik dari
sebelumnya.

3. Membandingkan kinerja dengan yang ditemukan di daerah
atau negara lain yang memiliki kebijakan yang berbeda.

4. Tidak menekankan terhadap masalah apakah kinerja itu cukup
baik atau bahkan lebih baik dari sebelumnya, tetapi lebih

berfokus pada bagaimana kinerja dapat ditingkatkan.

2.4 Tinjauan Tentang Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals atau yang disingkat SDGs berawal dari
hasil konferensi yang berjudul “The Future We Want”, merupakan
konsep pembangunan berkelanjutan yang muncul dalam Konferensi
Janeiro (Rio+20) yang diselenggarakan di Brazil, pada Bulan Juni 2012.
Kemudian pada tanggal 25 September 2015 sebanyak 193 negara
mendeklarasikan dan menyepakati target dan tujuan SDGs yang
didalamnya memuat pula dimensi Millenium Development Goals (MDGSs)

yang menekankan pada pengentasan kemiskinan.

SDGs bertumpu pada tiga pilar yaitu, Pertama pilar sosial. Dalam pilar
sosial terdiri atas pemerataan, kesehatan, pendidikan, keamanan,

perumahan, dan kependudukan. Kedua pilar ekonomi. Pada pilar ini
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terdiri atas struktur ekonomi, pola konsumsi dan produksi. Ketiga pilar
lingkungan. Pada pilar lingkungan terdiri atas atmosfir, tanah, pesisir dan
laut, air bersih dan keanekaragaman hayati. Adapun pilar sosial yang
kemudian disebut dengan pilar pembangunan sosial didalamnya terdapat
beberapa komponen tujuan yaitu, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan,
kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan
gender (Alisjahbana, A. S., 2018)

Ketiga pilar yang menjadi tumpuan SDGs selanjutnya ditopang oleh
landasan institusi tata kelola yang bertumpu pada 17 tujuan, diantaranya
adalah mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, menjamin
kehidupan yang sehat dan sejahtera, menjamin kualitas pendidikan,
mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, menjamin
ketersediaan dan manajemen air, menjamin akses energi yang terjangkau,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur tangguh,
mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara, membuat kota dan
pemukiman yang adil, menjamin pola produksi dan konsumsi, memerangi
perubahan iklim dan dampaknya, melestarikan samudera, laut dan sumber
daya kelautan, meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai,
memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global
(Badan Pusat Statistik, 2020).

Dari ketujuh belas tujuan SDGs termasuk didalamnya terdapat 169 target-
sasaran, dan 241 indikator yang saling mempengaruhi SDGs termasuk
didalamnya adalah target dan tujuan untu pengentasan kemiskinan dan
peningkatan pendidikan berkualitas. Target keempat dari SDGs adalah
menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan
kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Salah satu target indikator
yang akan dicapai oleh tujuan keempat SDGs adalah angka kelulusan
sekolah menengah untuk anak laki-laki dan perempuan. Indikator ini
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digunakan untuk melihat presentase anak laki-laki dan perempuan yang
masuk kelas pertama sekolah menengah setelah menyelesaikan
pendidikan sekolah dasar. Indikator ini digunakan untuk menangkap
angka putus sekolah selama Sekolah Dasar dan selama transisi dari
Sekolah Dasar menuju sekolah menengah. Angka kelulusan sekolah
menengah perlu diketahui karena angka putus sekolah tertinggi berada
pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebab pada usia
tersebut, biaya aktual dan biaya pendidikan menjadi lebih tinggi (Sutopo
dkk, 2014)

Dalam dokumen hasil Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan, inti sari dari SDGs adalah sebuah komitmen
bersama yang jauh lebih komprehensif bila dibandingkan dengan MDGs.
Target yang disepakati dalam SDGs juga lebih ambisius dan serius.
Misalnya target kemiskinan dalam MDGs hanya berupa pengurangan
jumlah kemiskinan, tetapi dalam SDGs target yang ingin dicapai sampai
pada ingin menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuknya
(Hadiwijoyo dkk., 2019).

Salah satu upaya yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan ialah
melalui perlindungan sosial. Bantuan dan perlindungan sosial merupakan
salah satu program penanggulangan kemiskinan yang bersifat pemenuhan
hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin. Hak dasar tersebut
meliputi pendidikan, pangan, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan air
bersih. Program perlindungan sosial yang ada di Indonesia diantaranya
Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Bantuan Pangan Non
Tunai (BPNT) dan lainnya (Sutopo dkk., 2014).

Dalam konteks nasional, SDGs kemudian diratifikasi di Indonesia dengan

istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang selanjutnya
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didukung dengan diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor
59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Berdasarkan Perpres tersebut perlu adanya aksi
pengarusutamaan dalam semua kebijakan dan program pemerintah mulai
dari tingkat nasional sampai level desa. Desa merupakan ruang yang
memiliki kompleksitas persoalan sosial-ekonomi (Iskandar, 2020).

Peran Kebijakan Graduasi dalam Mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDGs)

Sejalan dengan isu pembangunan berkelanjutan pada lingkup global
yang dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGS),
dimana salah satu tujuan yang terkandung didalamnya ialah
menghapuskan kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun,
pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya yang dibuktikan
dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berbagai
kebijakan pun dibuat untuk mendukung terwujudnya tujuan-tujuan SDGs

di Indonesia.

Kebijakan publik yang pro kesejahteraan (welfare policy) atau disebut
kebijakan sosial, yang berfokus pada perlindungan sosial (social
protection) yang melembaga dan berkelanjutan juga sudah
diimplementasikan. Menurut Suharto (2006) kebijakan sosial merupakan
salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan sosial adalah
ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu publik, yakni
mengatasai masalah sosial atau memenuhi masyarakat banyak serta
fungsi kebijakan sosial diantaranya yaitu, fungsi preventif (pencegahan),
fungsi kuratif (penyembuhan), dan fungsi pengembangan (development)
(Suharto, 2006). Kebijakan sosial sejatinya memang kebijakan

pemerintah yang melibatkan program-program perlindungan sosial bagi



2.6

54

kelompok-kelompok kurang beruntung. Di Indonesia sendiri PKH
merupakan salah satu program perlindungan sosial yang terbukti dapat
mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Wujud kesejahteraan

peserta PKH ditandai dengan keputusan KPM melakukan graduasi.

Graduasi secara umum disebut dengan akhir dari PKH. Peserta yang
memilih untuk menggraduasikan dirinya sebagai anggota PKH, secara
tidak langsung turut berperan dalam mewujudkan salah satu fungsi
kebijakan sosial, yaitu fungsi pengembangan (development) terhadap
upaya kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pembangunan
pedesaan. Aggrawal (dalam Meutia Dkk, 2021) pembangunan pedesaan
akan menguntungkan bagi penduduk desa dan mampu mengangkat
standar hidup penduduk dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam
pembangunan pedesaan biasanya melalui kegiatan kewirausahaan agar
dapat meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. Oleh sebab itu, baik
PKH maupun graduasi diharapkan dapat memberikan sumbangsih
harapan untuk lebih optimis mencapai tujuan pertama dan keempat
SDGs yaitu menghilangkan bentuk kemiskinan dan menjamin kualitas
pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar

seumur hidup untuk semua.

Kerangka Pikir

Kebijakan graduasi merupakan kebijakan yang dibuat untuk membimbing
masyarakat khususnya peserta PKH agar mampu mengatasi masalah
perekonomian dan kebutuhan dasarnya serta menjadikan peserta PKH
tidak bergantung terhadap bantuan PKH yang diberikan pemerintah.
Selain itu, implementasi kebijakan graduasi dapat mendukung
terwujudnya pembangunan berkelanjutan atau pada skala internasional

dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya
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pada tujuan pertamanya yaitu mengahapuskan kemiskinan dimanapun

dan dalam bentuk apapun pada tahun 2030.

Kebijakan graduasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2017 Tentang Penyaluran 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran
Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan merujuk pada Peraturan Mentri
Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 56 Tentang Graduasi PKH.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat memahami
bagaimana implementasi kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya,
Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dalam mewujudkan
SDGs yaitu dengan teori keberhasilan implementasi kebijakan menurut
Anne L. Schneider (2016), yaitu Input (sumber daya, aturan, klien),
Agen Pelaksana (tugas, operasi, kegiatan, mengarahkan, keluaran),
Konsekuensi dimasa depan (hasil). Adapun indikator yang digunakan
untuk melihat Peran Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan SDGs
dilihat dari perubahan ekonomi yang dirasakan eks KPM pasca
melakukan graduasi serta angka kelulusan sekolah anak pada tingkat
pendidikan sekolah menegah untuk anak laki-laki dan perempuan.
Kerangka fikir yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional,
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial,

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 56
tentang Graduasi PKH

Keberhasilan implementasi .
P Deskripsi pelaksanaan

Eiﬁﬂg:(dagr r;g;lg:rut Anne L. > kebijakan graduasi
1. Input (Inputs) : data, aturan \L
dan kelompok sasaran
2. Agen Pelaksana (The
Agency) : tugas dan kegiatan Peran kebijakan graduasi
3. Konsekuensi ke depan dalam mewujudkan
(Future Consequences) : tujuan pertama dan
hasil keempat pada SDGs

Gambar 4. Kerangka Pikir.

Sumber: Diolah Peneliti 2021



I11. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan
berbasis studi kasus (case studies). Menurut Slamet (2019), penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap hal-hal yang ultra
empiris dengan menyajikan hasil penelitiannya berupa narasi atau kata-
kata yang memberikan deskripsi mengenai fenomena yang diteliti. Basis
penelitian studi kasus ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian
yaitu pendapat, perasaan, pengalaman, pengetahuan dan alasan yang
kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi tentang Implementasi
Kebijakan Graduasi Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals
yang didapat dari sejumlah individu atau kelompok PKH di Desa Gedung
Jaya yang memilih graduasi mandiri.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Secara
umum dalam penelitian deskriptif, peneliti mendeskripsikan indikator-
indikator dan variable yang menjadi pusat perhatian penelitian. Sehingga
dapat menguraikan fakta-fakta dan penjelasan menurut para informan,
sesuai dengan pertanyaan saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti,
kemudian oleh peneliti dilakukan analisis untuk melihat apa yang melatar
belakangi perilaku informan lalu direduksi, ditriangulasi, dan
disimpulkan oleh peneliti serta dilakukan verifikasi. Penelitian studi kasus
adalah analisis yang intensif tentang satu satuan yang menekankan faktor-

faktor perkembangan dalam hubungannya dengan konteks.
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Feagin Orum and Sjoberg (dalam Rahardjo, 2017) menyatakan bahwa
studi kasus adalah sebuah metodelogi yang ideal apabila sebuah
penelitian yang menyeluruh (holistik) dan mendalam diperlukan. Yin
(dalam Rahardjo, 2017) menyatakan bahwa studi kasus adalah penelitian
mengenai kekhasan dan kompleksitas kasus tunggal, mengarah pada
pemahaman mengenai kasus itu dalam keadaan-keadaan yang penting.

Menurut Rahardjo (2017) penelitian studi kasus ialah suatu serangkaian
kegiatan ilmiah yang dilakukan secara instensif, terinci dan mendalam
tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat
perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk
memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya,
peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal aktual
(real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah
lewat. Ciri penelitian studi kasus dari sisi wilayah kajiannya adalah studi
kasus terbatas pada wilayah yang sempit (mikro), karena mengkaji
perilaku pada tingkat individu, kelompok, lembaga dan organisasi.
Kasusnya pun dibatasi pada jenis kasus tertentu, di tempat tertentu, dan

dalam waktu tertentu.

Fokus Penelitian

Sugiyono (2016) menyebutkan bahwa batasan masalah penelitian
kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih
bersifat umum. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif hal yang
harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk
memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan
data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Penentuan
fokus penelitian didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan

diperoleh dari lapangan.
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Fokus penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan graduasi dalam mewujudkan
SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten
Way Kanan dengan menggunakan teori keberhasilan implementasi
kebijakan menurut Anne L. Scheneider (2016), dilihat dari beberapa
aspek didalamnya, yaitu:

a. Input (data, aturan, kelompok sasaran)
b. Agen Pelaksana (tugas dan kegiatan)
c. Konsekuensi dimasa depan (hasil implementasi)

2. Mengidentifikasi peran kebijakan graduasi dalam upaya mewujudkan
SDGs di Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten
Waykanan, yaitu:

Tujuan pertama: mengakhiri segala bentuk kemiskinan berdasarkan
perubahan ekonomi (peningkatan pendapatan dan kepemilikan usaha
pada eks KPM PKH)

Tujuan keempat : menjamin kualitas pendidikan yang adil dan
inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk
semua berdasarkan indikator angka kelulusan sekolah menengah

untuk anak laki-laki dan anak perempuan

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya proses penelitian. Pada
penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Desa Gedung Jaya
Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Alasan penulis memilih
lokasi penelitian ini adalah ditengah permasalahan ketidaktepatan sasaran
penerima Program Keluarga Harapan, Desa Gedung Jaya yang letak
geografisnya cukup jauh dari pusat pemerintahan, namun berhasil

mencatatkan diri sebagai desa yang turut andil dalam pelaksanaan
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graduasi, yang mana graduasi tersebut dimaksudkan untuk ketepatan

sasaran bantuan. Hal ini ditandai dengan adanya Tujuh KPM yang mau

melakukan graduasi mandiri di tahun 2021. Oleh karena itu peneliti ingin

mengetahui proses pelaksanaan graduasi dan peran graduasi itu sendiri

dalam mewujudkan cita-cita SDGs untuk mengentaskan kemiskinan di

Desa Gedung Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

Sumber Data

34.1

3.4.2

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
lapangan penelitian melalui wawancara secara langsung dan
terbuka terhadap informan yang berkompeten sesuai dengan
keperluan data. Data primer dapat berupa opini subjek baik secara
individu atau kelompok. Metode yang digunakan untuk
mendapatkan data primer ialah purposive sampling yaitu teknik
pegambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dalam
menentukan informan (Sugiyono, 2016). Kemudian peneliti
melakukan wawancara dengan informan yang telah tentukan
dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan
deskripsi terkait Implementasi Kebijakan Graduasi Dalam
Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) pada
Kelompok PKH Desa Gedung Jaya, Kecamatan Negara Batin,
Kabupaten Way kanan.

Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literatur
yang berhubungan dengan pembahasan dan penelitian yang
berdasarkan data penunjang lain yang berkaitan dengan
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permasalahan yang diteliti. Data sekunder pada umumnya berupa
bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip
baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data
sekunder yang peneliti dapatkan dalam penelitian ini yaitu
diperoleh dari informan dan responden. Informan adalah orang
yang benar-benar memahami permasalahan yang sedang diteliti.
Sedangkan responden adalah orang yang diminta untuk
memberikan keterangan tentang sesuatu hal melalui proses
wawancara. Pada penelitian ini data sekunder didapat dari pihak
kelompok PKH dan Pendamping PKH Desa Gedung Jaya,

Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2016), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan
utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini
peneliti memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah mengadakan penelitian langsung dengan cara
pengamatan kepada objek penelitian untuk memperoleh data-data
informatika yang akurat. Menurut Slamet (2019), teknik observasi
adalah teknik pengumpulan data yang bersifat nonverbal dimana
peneliti bukan semata-mata menggunakan penglihatan melainkan
dapat juga menggunakan indera lainnya seperti pendengaran,

penciuman, rasa, dan rabaan.
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Observasi umumnya dilakukan diawal kegiatan survey yang dapat
dijalankan bersama dengan studi dokumen atau eksperimen. Ada
dua tipe observasi, yaitu observasi berpartisipasi dan observasi
tidak berpartisipasi. Observasi partisipatif adalah cara pengamatan
dimana peneliti benar-benar berpartisipasi dalam kejadian-
kejadian yang sedang diteliti. Adapun data yang penulis peroleh
dari observasi ini adalah bagaimana implementasi kebijakan
graduasi di Desa Gedung Jaya dan apakah peranan dari graduasi
itu sendiri untuk menyokong terwujudnya tujuan pertama dari
SDGs.

Wawancara

Slamet (2019), mengatakan bahwa teknik wawancara
dimaksudkan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan
interaksi sosial anatara peneliti dengan informan penelitian
mengenai apa yang dipikirkan, diyakini dan dirasakan yang
berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Melalui
wawancara peneliti bermaksud dapat mengungkap mengenai

pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan
wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang
bersifat terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan cara Tanya
jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap
telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara
yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat
memberikan kesempatan nara sumber agar menjawab secara
bebas. Selain itu pada saat proses wawancara peneliti juga
melakukan beberapa cara untuk melengkapi wawancara namun

tetap berdasarkan pedoman wawancara.
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Pada umumnya teknik wawancara dibedakann menjadi dua, yaitu:

a.  Wawancara terstruktur (fully-structured interview) yaitu suatu
wawancara dimana seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang
akan diwawancarakan telah disusun dengan urutan dari awal
hingga akhir. Pewawancara tidak melakukan variasi
pertanyaan melainkan berpedoman pada pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Wawancara semi terstruktur (semi-structured interview) yaitu
tipe wawancara yang sebelumnya juga menyusun seperangkat
pertanyaan tetapi peneliti memiliki fleksibilias menambahkan

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan atas respon interviewer.

Tabel 4. Daftar Informan

No Jabatan Informan Informasi
1. Pendamping PKH Aan Muslihin Peranan pendaming dalam
Desa Gedung Jaya pelaksanaan PKH hingga
graduasi di Desa Gedung
Jaya
2. Kepala Desa Gedung  Ketut Namayasa Pelaksanaan PKH di Desa
Jaya Gedung Jaya.
3. Eks Peserta PKH Desa -Septiana Faktoryang mempengaruhi
Gedung Jaya -Kustati keputusannya menjalankan

kebijakan graduasi dan
Dampak sosial ekonomi
KPM PKH exit mandiri di
Desa Gedung Jaya.

Sumber: Diolah Peneliti (2021)
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Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan

sumber-sumber dokumentasi

untuk mendapatkan data yang

diperlukan (Sari, 2020). Adapun data yang penulis peroleh dari

dokumentasi ini adalah data KPM PKH secara menyeluruh, KPM

aktif dan KPM yang telah graduasi pada kelompok PKH Desa

Gedung Jaya.

Tabel 5. Dokumen Penelitian

Dokumen

Keterangan

Peraturan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

tentang Program Keluarga
Harapan.
Data Laporan Badan Pusat

Statistik 2020

Pedoman Pelaksanaan PKH 2020

Strategi Menggraduasi PKH

Sustainable
(SDGs)

Kajian  Indikator
Development  Goals
Badan Pusat Statistik 2020

Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  Di  Indonesia:
Konsep, Target, Dan Strategi
Implementasi

Studying Policy Implementation A
Conceptual Framework

IImu Administrasi Negara: Kajian
Konsep, Teori, dan Fakta dalam
Upaya Menciptakan Good
Governance

Berisi tinjauan tentang Program
Keluarga Harapan (PKH)

Berisi tentang presentase penduduk
miskin ~ Provinsi Lampung per
Kabupaten/Kota

Berisi tinjauan tentang pelaksanaan
Program Keluarga Harapan (PKH)

Berisi tinjauan tentang pelaksanaan
graduasi KPM PKH

Berisi tinjauan tentang indicator-
indikator yang ada didalam SDGs

Berisi uraian implementasi SDGs di
Indonesia

Berisi tinjauan tentang implementasi
kebijakan sosial

Berisi tinjauan tentang kajian konsep,
teori dan fakta dalam limu
Administrasi Negara

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2020
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3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian berbasis studi kasus yang bersifat

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, maka teknis analisis datanya

disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan

dilapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara, observasi
dan dokumentasi. Miles and Huberman (dalam Anggito dkk, 2018)

beranggapan bahwa analisis terdiri dari tiga alur kegiatan. Penjelasan

terkait alur kegiatan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan penelitian pada
penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari
catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data
merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan,
mengarahkan, membuang  yang  tidak  perlu, dan
mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga

kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik.

Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun berdasarkan
data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan bagian satu kegiatan dari
konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus
di uji kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya. Setelah
melakukan pengujian kebenaran, kemudian penulis menarik
kesimpulan berdasarkan data tersebut. Kesimpulan juga
diverifikasi sebagai hasil analisis data.
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3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan atau validitas data dalam penelitian
kualitatif harus memenuhi persyaratan. Menurut Slamet (2019), ada dua
cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh derajat validitas yang

meyakinkan, yaitu:
3.7.1 Triangulasi

Konsep triangulasi menentukan bahwa peneliti menggunakan
berbagai metode, sumber data, peneliti dan teori untuk
mengumpulkan dan menganalisis data sehingga semua sumber
sesuai dengan fakta-fakta dari sebuah kasus. Ini artinya berbagai
jenis sumber data dan berbagai data dan berbagai informasi dari
berbagai responden harus dimasukkan kedalam rancangan
penelitian termasuk wawancara, focus grup discussion, catatan
lapangan, dokumen, data sekunder, pengamatan dan bahkan data
survey. Denzin (dalam Slamet, 2019) mengatakan bahwa
triangulasi dapat menyelamatkanpenelitian kualitatif dari berbagai
bias dan kekurangan yang bersumber dari pengandalan sumber
data, peneliti, teori, dan metode yang tunggal. Oleh karena itu ia

mengidentifikasi empat jenis triangulasi, yaitu:

a. Triangulasi data, disebut juga triangulasi sumber. Apabila
peneliti mencari data dengan menggunakan berbagai sumber
data didalam peneitiannya.

b. Triangulasi peneliti, apabila beberapa peneliti menguji
fenomena yang sama, membicarakan atau mendiskusikan
bersama-sama temuan mereka, dan kemudian memiliki
kesimpulan yang sama atas kajian fenomena yang bersama-

sama mereka teliti.
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c. Triangulasi teori, apabila peneliti dengan sudut pandang atau
landasan teoritik yang berbeda menafsirkan seperangkat data
yang sama.

d. Triangulasi metodologi, apabila peneliti menggunakan
keanekaragaman metode penelitian untuk mempelajari suatu

problem tunggal.
3.7.2 Melakukan Replikasi

Replikasi adalah melakukan penelitian ulang mengenai suatu
masalah penelitian dengan menggunakan desain penelitian yang
sama dengan sebelumnya guna membandingkan temuan-temuan
berdasarkan variasi tempat dan waktu guna memperoleh
generalisasi temuan. Dalam studi kasus, replikasi adalah kegiatan
penelitan ulang yang dilakukan dengan metode dan teknik
penelitian yang sama pada kasus yang berbeda atau ditempat yang
berbeda untuk melihat apakah ada persamaan temuan penelitian

dari berbagai kasus yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan tentang cara memperoleh derajat validitas
yang meyakinkan menurut Slamet (2019), dapat disimpulkan
bahwa dalam menguji keabsahan data peneliti  dapat
menggunakan salah satu cara yang menurutnya paling efektif
untuk diterapkan dalam penelitiannya. Sebab itu, untuk menguji
keabsahan data dalam penelitian ini, penulis mencoba
menggunakan teknik triangulasi yang kemudian di spesifikkan
pada teknik triangulasi metode karena dalam penelitian ini peneliti
menggunakan sejumlah metode pengumpulan data seperti

observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan graduasi di Desa
Gedung Jaya telah berjalan dengan baik. Secara prosedural pelaksanaan
Program Keluarga Harapan dan kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya
pun telah berjalan dengan semestinya. Pada saat akan dilakasanakan
graduasi PKH, pendamping PKH akan melakukan verifikasi data. Data
yang digunakan merupakan hasil dari pemutakhiran data regular dan
pemutakhiran data sosial ekonomi KPM PKH Desa Gedung Jaya.
Kebijakan graduasi merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 Pasal 56 tentang Graduasi PKH. Sedangkan pada saat
pelaksanaan kebijakan graduasi di Desa Gedung Jaya, pendamping PKH
merujuk pada Petunjuk Teknis Graduasi Keluarga Penerima Manfaat
Tahun 2021. Atas dasar hasil pemutakhiran data sesuai dengan peraturan
dan petunjuk teknis yang ada, pendamping PKH dapat menentukan
kelompok sasaran. Pada tahap ini akan muncul 2 kelompok, vyaitu
kelompok transisi dan kelompok graduasi.

Dalam pelaksanaan PKH sampai dengan graduasi, pendamping PKH
memiliki peran sebagai fasilititor, mediator, advokator, edukator, dan
motivator bagi KPM yang didampinginya. Sedangkan tugas dan kegiatan
pendamping PKH dalam graduasi dimulai dengan melakukan analisis
terhadap calon KPM yang akan digraduasi sampai dengan melakukan

pendekatan profesional terhadap KPM tersebut agar pada saat
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ekonominya sudah sejahtera, KPM tidak sungkan untuk melakukan
graduasi. Hasil pelaksanaan graduasi di Desa Gedung Jaya ditandai
dengan adanya 14 KPM vyang tergraduasi alami dan 7 KPM vyang

memutuskan untuk graduasi mandiri.

Pelaksanaan PKH dan graduasi di Desa Gedung Jaya telah memberikan
dampak positif pada ekonomi eks KPM PKH berupa ketercukupan atas
kebutuhan dasar KPM serta peningkatan pendapatan keluarga KPM dari
hasil usaha sebesar 15-20% dari pendapatan sebelumnya. Eks KPM PKH
pun Kini telah memiliki usaha kecil yang dirintis namun telah berjalan
lancar. Peningkatan pendapatan eks KPM tidak sepenuhnya diperoleh
dari bantuan PKH, namun terdapat bukti pemberdayaan dalam PKH
mengenai pengelolaan keuangan keluarga sehingga dapat menuntun KPM
untuk dapat mengelola penghasilan keluarga dan bantuan PKH dengan
sebaik-baiknya. Akan tetapi dalam jangkauan yang lebih luas,
pelaksanaan PKH dan graduasi di Desa Gedung Jaya dapat dikatakan
belum memenubhi target tujuan keempat SDGs. Hal ini dibuktikan dengan
masih ada angka putus sekolah anak PKH ke jenjang pendidikan Sekolah

Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat
peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada KPM PKH yang
mau graduasi mandiri dengan diberikan reward berupa suntikan
modal stimulant untuk mengembangkan usaha yang dimiliki eks
KPM agar nantinya mereka akan benar-benar terlepas dari
kemiskinan. Permodalan usaha dapat melalui Program Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebagai program lanjutan dari program bantuan sosial
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menjadi kemandirian usaha yang menyasar pada usaha mikro yang
berada di lapisan terbawah.

Untuk meminimalisir angka putus sekolah pada anak PKH di Desa
Gedung Jaya, sebaiknya pendamping PKH dapat memberikan
perhatian lebih pada masalah ini. Sebab jika dibiarkan tujuan PKH
untuk memutus rantai kemiskinan pada generasi muda akan sulit
dicapai. Oleh karena itu, pendamping PKH Desa Gedung Jaya perlu
meningkatkan perannya sebagai educator dan motivator agar dapat
memberikan pengetahuan dan wawasan lebih terkait informasi
pendidikan serta memberikan motivasi dan mendorong KPM untuk

mendukung anak-anaknya dalam melanjutkan pendidikan.

Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian
semacam ini dengan dengan mengaitkan tujuan-tujuan pada SDGs,
seperti tujuan nomor 2, nomor 3, dan nomor 5, dimana tujuan-tujuan
tersebut masuk kedalam ranah pilar sosial sehingga sangat cocok
dikaitkan dengan bantuan program perlindungan sosial seperti PKH.
karena bahasan mengenai PKH dan graduasi sangatlah luas dan
beragam terlebih jika dikaitkan dengan SDGs, oleh sebab itu
memberi  kesempatan  kepada peneliti  selanjutnya  untuk

memperdalam penelitiannya tentang topik-topik tersebut.
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